





ibadah, se ot
ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan

pelaksanaan ibadah atay acarq keagamaan tersebut,

Berdasarkan Pasa] 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi

kepolisian adalah salah saty fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. (Kepolisian, 2002)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum,
polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah
satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode
Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi
pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan (3)
ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolr.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik

Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan

o ns - isi Etik
(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata ketja Komisi Kode Et

Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

i . turan Kepala
Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, diatur dalam Pera P
2 Tentang Kode
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Etik Kepolisian Ne _
epolisian Negara Republik Indonesia salah satunya menyebutkan bahwa

setiap angpot i :
P anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela,

serta  mempelopori  seti .
pelopori  setiap tindakan mengatasi  kesulitan masyarakat

sekelilingnya., Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan
terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka tindakan tersebut
diberikan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman kepada anggota Polri yang
melanggar disiplin Kode Etik Profesi berdasarkan keputusan sidang disiplin
atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian belum mengikat karena pemberian
hukuman dilakukan oleh atasan dari anggota tersebut (Christian, 2023).
Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya bersifat berupa
rekomendasi yang didasari kenyataan hukum yang muncul di persidangan.
Tugas tersebut dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) yang
bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap fungsi dan
tanggung jawab profesi serta memberikan pengalaman di lingkungan Polri dan

menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri serta melayani masyarakat yang

melakukan pengaduan berkaitan dengan ditemukannya tindakan yang tidak
sesuai diperbuat anggota Polri (Dewa, 2023).

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta
melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan

keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku

terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat

: : nakan tugas dan
kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksa gas



wewenangnva B 3
£nya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika

profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga

terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi,
ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika
profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan
pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun
perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik
kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum. Ketentuan mengenai kode etik
kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus
“menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap
tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya™. Di samping itu, setiap
insan Polri juga diharapkan “Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-
perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih

banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik
vang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat,
sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara
optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan
masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan
yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi
Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode

etik oleh anggota Polri, mulai dari furunnya integritas moral, hilangnya




























dan ketertiban umum  (menangkap orang yang melanggar hukum)
merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas

menjaga keamanan dan ketertiban) (Purwodarminto, 1986:763).

4. Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya utang, collector artinya
pengumpul, pemungut, kontrolir, pemeriksa, penagih (Poerwadarminta & S.

Wojowasito, 1980).
. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian telaah secara teoritis tentang teori-teori
yang melandasi penelitian yang dilakukan sehingga dengan dasar tersebut
kerangka pemikiran pada garis besarnya akan menampakkan suatu ruang
lingkup pelaksanaan penelitian (Ashshofa, 2014:12). Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda
Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002. Berdasarkan
masalah yang diambil dalam metode penelitian yang digunakan dalam meneliti
dan membahas permasalahan ini ditinjau dari teori kemanfaatan, penulis
sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Jeremi
Bentham, John Stuar Mill dan Rudolf von Jhering (Hadjon, 1998:91) teori ini
penulis gunakan untuk membahas permasalahan dari akibat hukum yang
diterima oleh oknum kepolisian bilamana atas anggota Polri yang bekerja
sebagai Debt Collector dimana teori tersebut menekankan bahwa dasar yang
paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan

ikn
'ertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau dengan sebalikny®,






























